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eta FG a Nie 
Soal dikerjakan secara keseluruhan dan berurutan, karena soal 


kedua merupakan lanjutan dari soal pertama, dan masing soal 
memiliki bobot nilai yang berbeda. 


1. Tahap Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling berat, 
berkaitan dengan hal tersebut apa strategi yang Sauadara tawarkan 
untuk mengatasi permasalahan yang akan atau mungkin timbul pada 
tahap ini! 


Merujuk pada teori Wilian N. Dunn, strategi yang akan ditawarkan dalam 
mengatasi permasalahan yang akan atau mungkin timbul dapat melalui proses 
analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 


1. Merumuskan masalah. 


Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum 
terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai 
melalui tindakan publik. Fase-fase perumusan masalah meliputi pencarian 
masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan 
masalah. 


2. Peramalan masa depan. 


Peramalan atau forecasting adalah prosedur untuk membuat informasi 
aktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah 
ada tentang masalah kebijakan. 


3. Rekomendasi kebijakan. 


Tugas membuat rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan 
menentukan alternatif yang terbaik dan mengapa. Karenanya prosedur 
analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral. Dalam 
rekomendasi kebijakan terdapat enam kriteria utama, yaitu efektifitas, 
efisiensi, kecukupan, perataan (eguity), responsivitas, dan kelayakan. 


4. Pemantauan hasil kebijakan. 


Pemantauan atau monitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang 
digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan 
publik. Pemantauan, setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis 
kebijakan, yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan dan kepatuhan 
(compliance). 


5. Evaluasi kinerja kebijakan. 


Jika pemantauan menekankan pada pembentukan premis-premis faktual 
mengenai kebijakan publik, evaluasi menekankan pada penciptaan premis- 
premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan "Apa perbedaan 
yang dibuat?”.(sumber : William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan 
Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hal. 16-27) 


2. Evaluasi kebijakan meliputi : evaluasi formulasi kebijakan, evaluasi 
implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. 
Berkaitan dengan hal tersebut rumuskanlah evaluasi kebijakan 
pemerintahan yang Saudara ketahui, sesuai kriteria-kriteria evaluasi 
kebijakan yang dikemukakan Willian N. Dunn, yang meliputi kriteria: 

Efektivitas 

Efisiensi 

Kecukupan 

Perataan 

Responsivitas 
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Ketepatan 
Uraikan dengan rinci beserta contoh konkrit! 


Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia pertama kali 
dilaksanakan pada 10 April 2020 di Jakarta, kemudian diikuti oleh beberapa 


daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Ada beberapa regulasi yang 
berkaitan dengan pelaksanaan PSBB.yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 
Rangka Percepatan Penanganan Covid-2019. Selanjutnya Peraturan Mentri 
Kesehaatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan 
Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-2019, dan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan Untuk Penanganan 
Pandemi Covid-19 dalam menghadapi ancaman yang dapat membahayakan 
perekonomian nasional dan stabilitas system keuangan. Kebijakan PSBB adalah 
suatu tindakan pembatasan yang diterapkan pada penduduk yang terkena 
infeksi penyakit. Tujuan dibalik pelaksaan PSBB ini ialah untuk mencegah 
penyebaran infeksi terhadap orang lain di suatu wilayah tersebut. Pembatasan 
ini dilakukann untuk membatasi pergerakan orang-orang dalam satu provinsi 


atau kabupaten/kota. 


3. Kemukakanlah studi kasus terkait kebijakan yang ada di daerah Saudara 
atau di lingkungan sekitar Saudara yang perlu dilakukan terminasi. Amati 
dan telaah kebijakan tersebut dengan menggunakan bentuk terminasi 
yang dikemukakan Lester dan Stewart. Sehingga Saudara dapat 
menyimpulkan terminasi dibidang apakah yang perlu dilakukan untuk 
perubahan atau perbaikan kebijakan dimaksud. Kemukakan argumen 
Saudara dengan contoh konkrit! 


SELAMAT BERPIKIR 


